PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH _

TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN
KECELAKAAN KERJA DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
YANG BEKERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 208/PMK.02/2015, tanggal 20 November 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentu-
an Pasal 33 ayat {1} Peraturan Pemerintah Nomor 70
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jami-
nan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pe-
nyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawabap Dana
luran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan luran Jaminan
Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang
Bekerja Pada Instansi Pemerintah Pusat;

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Ke-
celakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pega-
wai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor §740);

2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Keuangan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: ]
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PER-
TANGGUNGJAWABAN DANA I[URAN JAMINAN KE-
CELAKAAN KERJA DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG
BEKERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil
dan F;egawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerin-
tahan atau diserahi tugas negara lainnya dan di-
gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PNS adalah warga negara indenesia yang me-
menuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai
ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepega-
waian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jang-
ka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan
tugas pemerintahan.

4. Peserta adalah Pegawai ASN yang bekerja pada
instansi Pemerintah Pusat.

5. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya di-
singkat JKK adalah perlindungan atas risiko ke-
celakaan kerja atau sakit akibat kerja berupa pe-
rawatan, santunan, dan tunjangan cacat.

6. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat
JKM adalah perlindungan atas risiko kematian
bukan akibat kecelakaan kerja, berupa santunan
kematian.

7. luran adalah sejumlah uang yang dibayar secara
teratur oleh Pemerintah selaku pemberi kerja.

8. Pengelola Program adalah badan hukum vyang
mengelola program JKK dan JKM bagi Peserta.
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9. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN
adalah unit organisasi di lingkungan Kementeri-
an Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Ke-
uangan untuk melaksanakan kewenangan dan
tanggung jawab pengelolaan anggaran yang
berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara.

10. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya 'disingkat KPA BUN
adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari
Pengguna Anggaran untuk melaksanakan seba-
gian kewenangan dan tanggung jawab penggu-
naan anggaran yang berasal dari Bagian Angga-
ran Bendahara Umum Negara. -

11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya dis-
ingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan
kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Peng-
guna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/
atau tindakan yang dapat mengakibatkan penge-
luaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Negara.

12. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
yang setanjutnya disingkat PPSPM adalah peja-
bat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Ang-
garan/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaku-
kan pengujian atas permintaan pembayaran dan
menerbitkan perintah pembayaran.

Pasal 2
Peserta terdiri atas:
a. Calon PNS;
b. PNS; dan
c. PPPK.
Pasal 3

Pengelola Program merupakan Perusahaan
Perserocan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi
Pegawai Negeri.

BAB Ii
PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN
Pasal 4

(1) Dalam rangka pengelolaan luran JKK dan luran
JKM, Menteri Keuangan selaku Pengguna Ang-
garan Bendahara Umum, Negara (PA BUN) men-
delegasikan kepada Direktur Jenderal Perbenda-
haraan untuk menetapkan KPA BUN.
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{2) Penunjukan KPA BUN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bersifat ex officio.

{3) KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berwenang menetapkan pejabat perbendaharaan
lainnya.

{4) Pejabat perbendaharaan lainnya sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) meliputi PPK dan PPSPM.

{58) Dalam hal PPK atau PPSPM berhalangan, KPA
BUN dapat merangkap sebagai PPK atau PPSPM.

BAB li
PENYEDIAAN DANA IURAN JKK DAN IURAN JKM
Pasal 5

(1) Pengelola Program mengajukan usulan kebutuhan
dana luran JKK dan luran JKM yang menjadi ke-
wajiban Pemerintah Pusat untuk tahun anggaran
berikutnya kepada KPA BUN setiap awal bulan
Januari tahun anggaran berkenaan.

(2) Besaran usulan kebutuhan dana luran sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kebutuban dana luran JKK untuk Peserta; dan
b. kebutuhan dana iuran JKM untuk Peserta.

(3) Usulan kebutuhan dana luran JKK dan luran JKM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar pertimbangan dalam merencanakan, mene-
tapkan, dan mengesahkan alokasi dana luran JKK
dan luran JKM tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

- {1) Besaran kebutuhan dana luran JKK bagi Peserta

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

huruf a dihitung berdasarkan:

a. perkiraan gaji;

b. perkiraan jumlah Peserta; dan

c. tarif luran JKK sesuai dengan ketentuan pe-
raturan perundangan-undangan.

(2) Besaran kebutuhan dana luran JKM bagi Peserta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf b dihitung berdasarkan: '

a. perkiraan gaji;

b. perkiraan jumlah Peserta; dan

c. tarif luran JKM sesuai dengan ketentuan pe-
raturan perundangan-undangan.

Pasal 7
Proses perencanaan, penetapan alokasi, dan
pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran dana lu-
ran JKK dan luran JKM dilaksanakan sesuai dengan
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ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pengelolaan anggaran Bendahara Umum Negara.

BAB IV

PENCAIRAN DANA IURAN JKK DAN IURAN JKM

{1)

(2}

Pasal 8

Dalam rangka pencairan dana luran JKK dan lu-

ran JKM, Pengelola Program:

a. menyampaikan nama dan spesimen tanda
tangan pejabat yang diberi kewenangan untuk
dan atas nama Pengelola Program mengaju-
kan dan menandatangani dokumen tagihan
luran JKK dan luran JKM; dan

b. membuka 2 (dua) nomor rekening Pengelola
Program yang masing-masing digunakan khu-
sus untuk menampung dana luran JKK dan
luran JKM berdasarkan persetujuan dari KPA
BUN.

Dalam hal terdapat perubahan pejabat yang diberi

kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat

{1} huruf a, Pengelola Program menyampaikan

kembali nama dan spesimen tanda tangan peja-

bat pengganti yang diberi kewenangan tersebut
kepada KPA BUN. :

Pasal 9
Pencairan luran JKK dan luran JKM yang telah

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dilakukan setiap bulan berdasarkan perkiraan
data Peserta dan besaran luran JKK dan luran JKM.

Pasal 10

(1) Pengelola Program mengajukan surat tagihan

pencairan dana luran JKK dan luran JKM kepada

KPA BUN untuk kebutuhan bulan berkenaan de-

ngan dilampiri dokumen pendukung meliputi:

a. rekapitulasi daftar perhitungan dana luran
JKX dan luran JKM sesuai dengan format se-
bagaimana tercantum dalam {ampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pe-
raturan Menteri ini;

b. kuitansi atau tanda terima sesuai nilai bruto
sebagaimana dimuat dalam rekapitulasi daftar
perhitungan dana luran JKK dan luran JKM
sesuai dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran |l yang merupakah bagian ti-
dak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
dan
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{(2)

(2)

(1

¢. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
yankg ditandatangani oleh pejabat yang ber-
hak menandatangani dan mengajukan tagihan
pencairan dana luran JKK dan luran JKM ses-
uai dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [l yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan paling lambat tanggal 6 {enam)
setiap. bulan,
Dalam hal tanggal 6 {enam) merupakan hari li-
bur atau hari yang diliburkan, surat tagihan se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
pada hari kerja berikutnya.

Pasal 11
Berdasarkan surat tagihan dana luran JKK dan lu-
ran JKIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
PPK menerbitkan dan menyampaikan Surat Per-
mintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada
PPSPM dengan dilampiri:
a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
dari PPK sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang meru-

pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini; dan
b. kuitansi atau tanda terima yang telah disetujui

oleh PPK.
Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-
LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disam-
paikan kepada PPSPM paling lama 2 (dua) hari
kerja setelah dokumen pendukung diterima se-
cara lengkap dan benar dari Pengelola Program.
Dalam hal PPK menolak atau mengembalikan
tagihan karena dokumen pendukung tagihan tidak
lengkap dan tidak benar, PPK harus menyatakan
secara tertulis alasan penolakan atau pengem-
balian tagihan tersebut paling lama 1 (satu) hari
kerja setelah diterimanya surat tagihan.

Pasal 12
Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Lang-
sung (SPP-LS) sebagaimana dimaksud dalam Pas-
al 11, PPSPM menerbitkan dan menyampaikan
Surat Perintah Membayar Langsung {SPM-LS) ke-
pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Surat Per-
mintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS} diterima
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secara lengkap dan benar dengan dilampiri Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.

Dalam hal PPSPM menolak atau mengembalikan
Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-
LS) karena Surat Permintaan Pembayaran Lang-
sung {SPP-LS) tidak lengkap dan tidak benar,
PPSPM harus menyatakan secara tertulis alasan
penolakan atau pengembalian Surat Permintaan
Pembayaran Langsung (SPP-LS) tersebut paling
lama 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya Surat
Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
Keterlambatan pencairan dana luran JKK dan
luran JKM sebagai akibat dari keterlambatan
pengajuan tagihan oleh Pengelola Program se
bagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
dan ayat (3) dan/atau sebagai akibat proses pe-
nolakan atau pengembalian oleh PPK danfatau
PPSPM - merupakan tanggung jawab Pengelola
Program.

(3)

Pasal 13
Berdasarkan Surat Perintah Membayar Lang-
sung (SPM-LS) sebagaimana dimaksud dalam Pa-
sal 12, Kantor Pelayanan Pgrbendaharaan Negara
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk
untung Pengelola Program pada rekening bank yang
ditunjuk.

Pasal 14
PPK dan PPSPM menyelesaikan tagihan dana
luran JKK dan furan JKM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dengan mempertim-
bangkan waktu yang diperlukan untuk pencairan dana
dari rekening kas negara kepada Pengelola Program
paling lambat tanggal 10 (sepuiuh} setiap bulan.

BAB V
REKONSILIASI

Pasal 15
(1) KPA BUN dan Pengelola Program melakukan
rekonsiliasi atau perhitungan kembali dana luran
JKK dan luran JKM yang telah dicairkan atau di-
tagihkan dengan tagihan yang seharusnya diaju-
kan berdasarkan realisasi data kepesertaan dan
luran JKK dan luran JKM.
Rekonsiliasi atau perhitungan kembali se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setiap triwulan,

(2)

+

(3) Dalam hal hasil rekonsiliasi atau perhitungan
kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menunjukkan jumlah dana yang dicairkan me-
lebihi jumlah dana yang seharusnya diajukan
berdasarkan realisasi data kepesertaan, kelebi-
han atas pembayaran tersebut diperhitungkan
sebagai potongan dalam pencairan dana tagihan
triwulan berikutnya.

Dalam hal hasil rekonsiliasi atau perhitungan
kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menunjukkan jumlah dana yang dicairkan kurang
dari jumlah dana yang seharusnya diajukan ber-
dasarkan realisasi data kepesertaan, kel;urangan
atas pembayaran tersebut ditambahkan pada
pengajuan tagihan triwulan berikutnya.

Pada triwulan pertama tahun berikutnya, KPA
BUN dan Pengelola Program melakukan rekon-
siliasi atau perhitungan kembali dana luran JKK
dan luran JKM vyang telah dicairkan atau dita-
gihkan pada tahun anggaran sebelumnya dengan
tagihan yang seharusnya diajukan berdasarkan
realisasi data kepesertaan dan luran JKK dan Iu-
ran JKM.

Dalam hal hasil rekonsiliasi atau perhitungan kem-
bali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menun-
jukkan jumlah dana yang dicairkan melebihi jum-
lah dana yang seharusnya diajukan berdasarkan
realisasi data kepesertaan, kelebihan atas pem-
bayaran tersebut waijib segera disetorkan ke Kas
Negara oleh Pengelola Program sebagaimana dia-
tur dalam ketentuan peraturan perundang-unda-
ngan mengenai penerimaan negara bukan pajak.
Dalam hal hasil rekonsiliasi atau perhitungan
kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
menunjukkan jumlah dana yang dicairkan kurang
dari jumlah dana yang seharusnya diajukan ber-
dasarkan realisasi data kepesertaan, kekurangan
atas pembayaran tersebut diusulkan untuk diang-
garkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Perubahan atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara tahun anggaran berikutnya.
Hasil rekonsiliasi atau perhitungan kembali se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat (5)
harus dituangkan dalam berita acara sesuai for-
mat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

(5)

{6)

(7)

(8)
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BAB VI
PERTANGGUNGJA WABAN DANA [URAN JKK
DAN IURAN JKM
Pasal 16

(1) KPA BUN bertanggung jawab terhadap pe-
nyaluran dana luran JKK dan luran JKM dari Kas
Negara kepada Pengelola Program.

{2) Pengelola Program bertanggung jawab sepenuh-
nya atas penggunaan dana luran JKK dan luran
JKM yang diterimanya.

{3) KPA BUN menyelenggarakan akuntansi dan pe-
laporan sesuai dengan ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan mengenai sistem akuntansi
transaksi khusus.

(4) Dalam rangka penyusunan taporan keuangan,
Pengelola Program menyampaikan laporan pelak-
sanaan program JKK dan JKM setiap semester
dan tahunan kepada KPA BUN.

BAB VII
PENGAWASAN DANA [URAN JKK
DAN [URAN JKM
Pasal 17
Dalam penggunaan dana luran JKK dan luran
JKM sebagaimana dimaksud datam Pasal 16 ayat (2),
dilakukan pemeriksaan oleh aparat pemeriksa yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

Pasal 18
KPA BUN dapat meminta aparat pengawas
fungsional untuk melakukan pemeriksaan terhadap
pertanggungjawaban dana luran JKK dan luran JKM
yang dilakukan oleh Pengelola Program.

Pasal 19
Dalam rangka perhitungan pengalokasian lu-
ran JKK dan luran JKM tahun anggaran berikutnya,
KPA BUN dan Direktorat Jenderal Anggaran dapat
melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengelo-
laan luran JKK dan luran JKM.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20
‘Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini,
pembayaran uang duka wafat, uang duka tewas,
dan biaya pemakaman yang meliputi peti jenazah

dan perlengkapannya, serta tanah pemakaman dan
biaya di tempat pemakaman, tidak dialokasikan
dalam pagu belanja kementerian/tembaga dan tidak
dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaha-

raan Negara.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Untuk pertama kali, pembayaran luran JKK dan
luran JKM dibayarkan mulai bulan Juli 2015.

b. Dalam hal Peserta mengalami kecelakaan kerja
atau kematian yang terjadi dalam kurun waktu
tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan Peraturan
Menteri ini diundangkan, Peserta berhak mem-
-peroleh manfaat dari Pengelola Program.

c. Manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf b
dibayarkan dengan mekanisme penggantian bi-
aya dari Pengelola Program.

BABX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal 1 Juli 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, meme-
rintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Re-
publik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 November 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
tid.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1748
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LAMPIRAN I
FORMAT REKAPITULASI DAFTAR PERHITUNGAN DANA |[URAN PROGRAM
JAMINAN KECELAKAAN KERJA/JAMINAN KEMATIAN*)
BULAN ... TAHUN ... (1)
| Jumliah Peserta S P :
Nol— umla ersentase :
Iah Jumlah Tagihan
Golongan i Gaji Pokok luran |
Peserta | | u
(2}‘ (3) (4) (5) ' (6) ' (7)
1 | Golongan | . _
2 | Golongan || ' | el
3 | Golongan |lI ' [ e
4 | Golongan IV HEIC
Jumlah
. |
JETETRE) - - tdnaan oo annaacdhooateiia (8) [
|
.............................. (9)
.............................. (10)
.............................. (11)
.............................. {(12)
*} Coret yang tidak perlu
¥
PETUNJUK PENGISIAN
REKAPITULASI DAFTAR PERHITUNGAN DANA HURAN PROGRAM JAMINAN
KECELAKAAN KERJA/JAMINAN KEMATIAN *)
NOMOR | e, URAIAN ISIAN "
{1) Diisi bulan dan tahun berkenaan
(2] | Diisi nomor urut o
{3) | Diisi golongan peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian*)
;41 | Diisi jumlah peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematlan*) per golongan
| (5} Diisi Jumlah gaji pokok per golongan
| (6 Diisi persentase nilai iuran :
s Diisi hasil perkalian antara jumlah pada angka (5) dengan persentase nilai iuran pada angka (8)
_t§} Diisi tanggal, bulan, dan tahun
(9 | Diisi tanda  tangan disertai cap dinas di atas materai sesuai ketentuan
(10} Du5| nama jabatan penandatangan
(1 D||5| nama pengelola program Program Jaminan KecelakaanKerja/Jaminan Kematian *}
{12) | Diisi nama penandatangan -

"] Coret yvang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
, ttd
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
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Tahun ANGQAran : ©..ccueuiieeeeree e (1) ‘
Nomor Bukti B RO ERSLT i o e O, 0SB P (2) |
Kade Akun 0SSl L (3)
A}
KUITANSI/TANDA TERIMA
SUAAN TEIIMA GBI 1 uvreerrrrrnseeses s erreseearassssierantssessaanaesses it aeeaa s s ae e ra e rns e T E s a T sttt (4)
Jumlah uang T e el el et tai ot e A Tl R i (5}
(RIS S o TN LI LS 8 e L e } (8) |
Untuk pembayaran : .......cccceeeeniniimninnn. O N e T e e et T i o e ST T {7} |
[
Sakants B S e Sy o Ll 0 AR iR . (8) ‘
................................................................................. @ |
............................................................................... (10)
............................................................................... {11)
e M e e N R T T O e AT G I T s ssdmsunsus (12) |
Setuju dibayar:
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran,
Pejabat Pembuat Komitmen,
............................................ (13)
............................................ (14)
............................................ {15)
PETUNJUK PENGISIAN
KUITANSI TANDA TERIMA
NOMOR : URAIAN ISIAN il
(_1') Diisi tahun anggaran berkenaan - L~ el
{2) | Diisi nomor bukti kuitansi X T | -
(3) Diisi kode akun tagihan lengkap dengan kode k(\glatan output, dan kode mata anggaran (xxx. XXX.
| xxxxxx) dapat dari satu mata anggaran
4 ‘Diisi nama satuan kerja yang hers_angkl_l_tan oo
| {5} Diisi jumlah uang dengan angka E
{6} Diisi jumlah uang dengan huruf
{7) | Diisi uraian pembayaran, misalnya:
' a. bélanja Iuran‘Jaminan Kecelakaan Kerja bulan Januari 2016
i b. belanja luran Jaminan Kematian bulan Januari 2016 y Sl gl 11
| (8) Diisi tanggal penerbltan kuitansi Tl ™ preme v i )
(9) | Diisi nama pcngeiula prograr dan nama jabatan pnnam latangan kuitansi y S
{10} | Diisi tanda i;ﬁgan disertai dengan cap dinas di atas materai sesuai ketentuan walEn
(1 1] Diisi nama Iengkan pe‘nandatangdn kuitansi (TLE 1 ieiom)
{12) Diisi nomor induk pegawai pennndatangan kuitansi = LT L

43



_PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH

T {13) D||3| tanda tang an disertai cap din as Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen ‘
(14) | Diisi nama Iengkup penandatangan sgtuju bayar '
{1Bb) | Diisi nomor induk pegawai penandatangan setuju bayar

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN Ilf
FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT PENGELOLA PROGRAM
JAMINAN KECELAKAAN KERJA/JAMINAN KEMATIAN*)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor: ........cooeeein. . (1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAME" 5 2t i T i T e I U 43 et o SO . S Bt uitl el R {2)

SE: | o 1 =1 SN IO ot TR B e S T R T (3)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. atas pencairan dana APBN sebagaimana tertuang dalam Kuitansi Nomor: ............................. (4},
tamggale .ol . S i ol {0l SsejumilabRpi= L LR M R b e B e e
(BYNEG s s e L e e I i } (7} akan dibayarkan sesuai dengan peruntukannya;

2. selaku penanggung jawab kegiatan, kami bertanggung jawab penuh atas pembayaran Jaminan Kecelakaan
Kerja/Jaminan Kematian*) kepada penerima vang berhak;

3. apabila dikemudian hari terdapat kelebihan pencairan dana APBN dibandingkan dengan pelaksanaan
pembayaran sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2, kami bersedia untuk menyetor kelebihan di-
maksud ke Rekening Kas Negara; dan

4. bukti-bukti pembayaran sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, akan kami simpan dengan sebaik-
baiknya guna kelengkapan administrasi perusahaan dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

¥} Coret yang tidak perlu
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

NOMOR URAIAN ISIAN !
' (1) " Diisi ne nomor urut SPTJM =) ' : Y
(2) | Diisi nama Iengkap pembuat SPTJM '
—[3r | Diisi nama jébatan pembuat SPTJIVI "
(4) Diisi nomor kuitansi berkenaan o 1
(5) Diisi tanggal kuitansi berkenaan -
6) | Disi jumlah uang dalam kuita_nsTb_erkenaan_ : N .
(7] Diisi jumlah uang déagan huruf |
(8) | Diisi tanggal penerbitan SPTJM '
(2) | Disi nama pengelola program Jaminan Kecelakaan Keria/JamiHén Kemaian*) dan jabatan pe- '
nandatangan SPTUM
{10) Diisi tanda tangan disertai dengan stempel dinas di atas materal sesuai ketentuan
(11) Diisi nama Iengkap penandaia_n_g;a_n SPT UM
_(1 N A | D||5| nomor mduk pegawal penandatangan SPTJM >

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
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LAMPIRAN IV

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NOMOESee 1T b it T, (1)
Satuan Kerja o o B At £ Qo AL Sl oo, o o TR =Y (2)
Kode Satuan Kerja B | 0or obb adb i o SR TR B TR B0k d dEn S X I8 s = e (3}
Bty e ATeT IR DN G SR e A B N {4)

Yang bertandatangan di bawah ini, Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Di-
rektorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa dana luran Program Jaminan
Jaminari. Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian*) sebagai berikut:

Kode Keg, Output,  Nilai Nomor dan Tanggal |
MA | {dalam rupiah) | _ Kuitansi il (SPTJM) '
(5) | oy 161 ) | 7 &)

Disalurkan kepada ... (9) untuk pembayaran (10) bulan ... {11) sesuai SPTJM menjadi tanggung jawab ... (12)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

S B F e o SbeBar s06 b doRio db Ga Bok FEkbe ol e (13)
Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat
Pembuat Komitmen,

*) Coret yang tidak periu




PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB)

: | NOMOR _ URAIAN ISIAN
| (1) Diisi nomor urut SPTB - _
< {2) Diisi nama satuan kerja pembuat SPTB i
| (3) Diisi kode satuan kerja pembuat SPTB

(4) Diisi nomor/tanggal DIPA

(%) : D||5| kode akun tagihan lengkap dengan kegiatan, output, dan mata anggaran (Xxxx.XXx. -

: xxxxxx) dapat lebih dari satu mata anggaran
(6) Diisi jumlah uang: untuk mata anggaran berkenaan
(7-) -, Diisi nomor dan tanggal kuitansi berkenaan |
i (8) I Diisi nomor dan tanggal SPT JM berkenaan
. (9) | Diisi nama pengelola Program Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematién*)
{10) Diisi jeni_s belanja yang dinyatakan dalam SPTJM, misalny;: ¥

a. belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bulan Januari 2016

b. belanja luran Jaminan Kematian bulan Januari 2016
i 1 | Diisi bulan dan tahun yang dibayarkan
[ (12) biisi nama pengelola Program Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian*}
(13) Diisi tanggal penerbitan SPTB j
(1_4) Diisi tanda _tangan disertai stempel dinas di atas materai sesuai ketentuan i
| (19) Diisi nama lengkap penandatangan SPTB
| (186) Diisi NIP penandatangan SPTB

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
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LAMPIRAN V

BERITA ACARA REKONSILIASI
BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA/JAMINAN KEMATIAN *}
TRIWULAN ... TAHUN .
ANTARA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGELOLA PROGRAM

Nomor ...

Pada hari ini, ....... tanggal ...... bulan ...... tahun ...... di.... telah dilaksanakan
rekonsiliasi/perhitungan kembali luran Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian*) Triwulan ... Tahun Ang-
garan : ..... antara Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengelola Program Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan
Kematian*).

Materi perhitungan belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian*) adalah perbandi-

ngan antara pencairan dana luran Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian*) dengan dana luran Jami-
nan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian®} yang seharusnya diterima berdasarkan realisasi data peserta
sebagai berikut:

1.

Pencairan dana luran Jaminan Kecélakaan Kerja/Jaminan Kematian*)

a. SPM-LS/SP2D-LS bulan ... ‘ Rp.
b. SPM-LS/SP2D-LS bulan ... ‘ ‘ Rp.
¢. SPM-LS/SP2D-LS bulan ... Rp.
Jumlah Rp.
luran Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan*) Kematian yang seharusnya diterima berdasarkan realisasi data
peserta
a. Bulan ... Rp.
b. Bulan ... 1 Rp.
. €. Butan ... Rp.
Jumlah Rp.
Kelebihan/kekurangan*) pencairan dana luran Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian*)
Triwulan ... sebesar Rp.

. Ringian keleblhan/kekurangan*) pencairan dana luran Jaminan Kecelakaan Kerja/Jamlnan Kematian™} ter-

saji dalam lampiran Berita Acara ini.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, Pengelola Program Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan

Kematian*} wajib:

d.

_*) Coret yang tidak perlu

memperhitungkan kelebihan/kekurangan*) pencairan dana luran Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Ke-
matian*) Triwulan ... dengan pencairan dana luran Jaminan Kecelakaan Kerja/ Jaminan Kematian*) Tri-
wulan berikutnya; atau
menyetorkan kelebihan pencairan dimaksud ke rekening kas negara datam hal rekonsiliasi merupakan
rekonsiliasi akhir tahun.

Kuasa Pengguna Anggaran/PPK Nama pengelola program

NIP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
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